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| Interpelasi Hambalang Bakal Menguat

JAKARTA - Pengajuan hak interpelasi
proyek pembangunan Pusat Pendidikan
Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasio-
nal (P3SON) di Hambalang, Bogor,

diperkirakan bakal menguat.

: Sebab, mayoritas fraksi di DPR
‘menyatakan setuju atas reko-
mendasi Badan Akuntabilitas
Negara (BAKN) DPR yang te-
lah selesai melakukan telaah
atas audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) mengenai
proyek tersebut. “Sebagai ko-
mitmen untuk memperbaiki
tata kelola politik anggaran
kita, saya akan mendorong
Fraksi Partai Amanat Nasional
(FPAN) mendukung usulan
BAKN DPR untuk mengguna-
kan hak bertanya (interpelasi)
kepada pemerintah mengenai
kasus Hambalang,” tandas
Sekretaris FPAN Teguh Juwar-
nodi Jakarta kemarin.
Menurut dia, pijakan untuk
digulirkannya hak interpelasi

sudah sangat kuat karena su-
dah ada hasil audit investigasi
BPK dan rekomendasi resmi
dariBAKNDPR." :

Seperti diketahui, BAKN
DPR sudah menyelesaikan te-
laah atas audit investigasi BPK
mengenai proyek pembangun-
an P3SON di Hambalang, Bo-
gor. Salah satu rekomendasi
BAKNyang diserahkan ke pim-
pinanDPRadalahmemintaun-
tuk dipergunakannya hak ber-
tanya, yakni hak interpelasi,
atau jika perlu hak angket ke-
pada pemerintah.

Sekjen DPP Partai Keadilan
Sejahtera(PKS)AnisMattajuga
menilai dari segi dasar, sangat
kuat masalah tersebut diguna-
kan oleh DPR untuk mengaju-
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kan hak bertanya kepada peme-
rintah. Namun, dia lebih menye-
rahkanpadamekanismediDPR,
yaitu hak interpelasi tetaplah
harus melalui mekanisme peng-
usulanoleh anggota dengan per-
syaratan yang telah ditetapkan.
“Ada mekanismenya, ada usul.

“Saya akan
mendorong Fraksi
Partai Amanat
Nasional (FPAN)
mendukung usulan

Kalau segi-fakta; interpetasiz~-BAKN - DRR-Gtic

- katanya.

Anggota Komisi IIT DPR
dari Fraksi Partai Gerindra
Martin Hutabarat mengata-
kan, BAKN adalah lembaga se-
rius dalam mengaudit keuang-
an negara. Karena itu, ketika
BAKN dalam kesimpulan te-
laahnya mengusulkan agar
DPR menggunakan hak berta-
nya berupa interpelasi, tentu
itu akan menjadi pertimbang-
anserius fraksinya.

Selain tiga fraksi itu, PDIP
sebelumnya juga sudah me-
nyatakan sependapat dengan
hasil telaah BAKN DPR yang
merekomendasikan agar DPR
menggunakan hak bertanya
dalamkasus Hambalang.

_Ketua Fraksi Partai Kebang-

menggunakan hak
bertanya
(interpelasi).”

TEGUH JUWARNO
Sekretaris FPAN

kitan Bangsa (FPKB) Marwan
Ja’far belum bisa memberikan
kepastianapakahfraksinyamen-
dukung rekomendasi BAKN
DPR untuk penggunaan hak in-
terpelasi. Meski menjadi bagian
dari pihak yang ikut memutus-
kan di BAKN DPR, sejauh ini
FPKB belum mendapatkan la-
poran secara jelas dari anggota-
nyayangadadiBAKNDPR.“Kita
masih akan melihat dulu lapor-
annya, kita pelajari, baru kita

ambilkeputusan,”katanya.
Adapun Sekjen DPP Partai
Persatuan Pembangunan (PPP)
M Romahurmuziy juga belum
bisa menyampaikan sikap frak-
sinya di DPR atas usulan hak in-
terpelasi kasus Hambalang.
“Nantiakapdibahasduludifrak-
siawalmasasidang,’ujarnya.
Sementara itu, pengamat
politik Universitas Islam Ne-
geri (UIN) Syarif Hidayatullah
Burhanuddin Muhtadi menga-
takan, kasus korupsi di Ham-
balang tidak bisa begitu saja
lepas dari tanggung jawab
DPR. Dia menilai DPR tetap
memiliki peran dalam melolos-
kan proyek bernilai triliunan
rupiah tersebut. “Lolosnya pro-
yek Hambalangada jugaperan
DPR. Pertama, DPR punya pe-
ran meloloskan, kedua proses
adanya proses pengajuan ke
Menteri Keuangan (Menkeu).
Ttu tidak mungkin tanpa sepe-
ngetahuan DPR,” tandasnya.
Burhanuddin mengatakan,
keianggalan vang dilakukan

yek pembangunan P3SON
Hambalang tersebut tanpa
adanya tanda tangan dari Men-
teri Pemuda dan Olahraga
(Menpora) Andi Alfian Malla-
rangeng. Sebagaimana dimak-
sud, dia mengungkapkan, tan-

-datanganyangterteradidalam

dokumen proyek pembanguzn-
an P3SON Hambalang itu jus-
tru berasal dari Sekretaris
Menpora Wafid Muharam.

“Proses pengajuan anggar-
an proyek ini ke Menkeu tidak
adatandatangan Menpora dan
hanya ada tanda tangan Sekre-
taris Menpora. Apakah Men-
pora tidak pernah ikut rapat
denganDPR?Menurutsaya,ini
tetap saja suatu kejanggalan.
Tapi, meskipun hal ini perlu
dituntaskan, saya melihat ma-
sih susah mencari siapa dalang
utamanya,” tutur dia.

Wakil Ketua BAKN DPR
Yahya Sacawiria menyatakan,
Menpora Andi Mallarangeng
memang menjadi pihak yang
paling bertanggung jawab atas

garan proyek pembangunan
P3SONHambalangini.

Hal itu tampak dari hasil
telaah BAKN terhadap hasil
audit BPK pada proyek pem-
bangunan P3SON Hambalang.
Karena itu, dia menyatakan,
KPK perlu didorong secara
politis untuk menyelesaikan
kasus Hambalang ini.

“Pimpinan BAKN menyoroti
Menpora atas penyimpangan
proyek ini, yang saat ini sedang
diselidiki KPK. Kami men-
dorongKPK bisamenyelesaikan
kasus ini, apalagi beberapa data

- danfaktayangadadiauditinves-

tigasi BPK dan telaah BAKN
DPR saat ini sudah bisa mem-
bantu proses penyelidikan dan
penyidikan,”tandasnya.
Pihaknya juga meminta Pu-
sat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)
untuk menelusuri aliran dana
proyek Hambalang ini. Hal itu
bisadilakukanmelaluilaporan
auditinvestigasi BPK.
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